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RELOKASI PKL MALIOBORO KONDUSIF

Hari Ini, Batas Akhir Pindah Gerobak

YOGYA (KR) - Proses relokasi
Pedagang Kaki Lima (PKL) di
Kawasan Malioboro sudah dilak-
sanakan selama beberapa hari (sejak
1 Februari). Kendati begitu, masih ada
beberapa PKL meninggalkan ger-
obaknya di jalur pedestrian maupun di
lorong pertokoan Malioboro meski
jumlahnya tinggal beberapa. Karena
untuk saat ini sudah 98 persen PKL
sudah pindah di Teras Malioboro 1
dan 2. Bagi mereka yang belum me-
mindahkan gerobak diberikan kesem-
patan sampai, Senin (7/2) hari ini.

“Secara prinsip pelaksanaan
relokasi PKL berlangsung cukup kon-
dusif. Walaupun begitu kami tidak
memungkiri ada beberapa PKL yang
gerobaknya ada di trotoar Malioboro
walaupun jumlahnya tinggal sedikit.

Karena berdasarkan data yang kami
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empat kali dengan jarak luncur maksimal 2.000 meter ke

arah Barat Daya.

Pada pukul 12.36 WIB terjadi hujan di puncak Merapi de-
ngan total curah hujan 42 mm. “Masyarakat yang beraktivi-
tas di sungai yang berhulu di Merapi agar meningkatkan ke-
waspadaan akan bahaya lahar,” terang Kepala BPPTKG

Hanik Humaida, Minggu (6/2).

Berdasar data-data pengamatan tersebut disimpulkan,
status aktivitas masih dipertahankan dalam tingkat ‘Siaga’.
Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan

Sementara, terdapat fakta mencengangkan, impor LPG
(Liquefied Petroleum Gas) telah melebihi 75% dari kebutuhan
nasional di tahun 2020 atau sekitar 6,1 juta ton dari total kebu-
tuhan hampir 8 juta ton (sumber: kementrian ESDM). Problem
ikutan impor LPG ini adalah besarnya subsidi dari pemerintah
yakni mencapai 70 triliun per tahun yang harus dialokasikan.
Karenanya, diperlukan terobosan manajemen dan kebijakan na-
sional berkaitan dengan energi dan sumber daya alam.

Kementrian ESDM melansir bahwa cadangan batubara yang
dimiliki Indonesia sekitar 38 miliar ton. Dengan asumsi produksi
batubara per tahun adalah 600 juta ton, maka masih ada 65
tahun umur cadangan batubara kita. Selain sebagai pemasok
utama PLN dan IPP untuk energi listrik,
ang mengatasi krisis bahan bakar LPG bagi rumah tangga di-
mana angka ketergantungan impor kita sangat tinggi. Batubara
dengan komponen utama karbon dan beberapa senyawa lain-
nya seperti hidrokarbon, sulfur dan hidrogen dapat diubah ke
bentuk lain sebagai bahan bakar rumah tangga berwujud DME
(dimetil eter). Hilirisasi batubara menjadi DME ini telah diinisiasi
dan diharapkan proyek yang dinamakan gasifikasi batubara ini
bisa memproduksi 3 juta ton di tahun 2025. Salah satu negara
yang telah cukup sukses melakukan konversi pemakaian LPG

ke DME adalah China.

Secara umum, dari bahan baku batubara, proses gasifikasi
menjadikannya syngas (campuran gas CO dan H2) yang ke-
mudian bisa dirubah ke bentuk metanol (CH30OH) dan proses
lanjutannya dapat menghasilkan senyawa dimetil eter. DME
dengan rumus kimia H3C-O-CH3 merupakan senyawa or-
ganik berbentuk gas di temperatur ruang. Dibandingkan LPG

KR-Surya Adi Lesmana
Pengunjung berjubel di Teras Malioboro 2 di bekas kompleks Dinas Pariwisata DIY, yang kini menjadi des-

KR-Riyana Ekawati

Jalur semi pedestrian Malioboro terlihat lengang setelah mayoritas PKL pindah ke Teras Malioboro 1

dan Teras Malioboro 2.
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Korban meninggal dan luka-luka lang-
sung dibawa ke RS Daerah Panembahan

korban luka ringan yang dirawat ada tujuh
orang, luka sedang dua orang, luka berat

miliki sampai saat ini sudah ada 98
persen PKL yang pindah ke Teras
Malioboro. Sementara itu gerobak
yang masih ada di Trotoar tinggal 40
gerobak,” kata Kepala Satpol PP DIY,
Noviar Rahmad, di Yogyakarta, Ming-

qu (6/2).
Noviar mengatakan, sesuai ketentu-
an Pemda DIY dan Pemkot

Yogyakarta, pada 1-7 Februari 2022
PKL diminta pindah ke Teras
Malioboro. Selama kurun waktu terse-
but (1-7 Februari), Satpol PP akan me-
nempuh langkah persuasif agar PKL
pindah. Petugas akan meminta
bahkan ikut membantu PKL pindah.
Namun setelah tanggal itu, Satpol PP
akan mengambil tindakan tegas.
Karena apabila sampai 8 Februari,
gerobak-gerobak tersebut tidak dipin-

Satpol PP akan mengangkut gerobak
tersebut ke lokasi yang sudah disedia-
kan (Teras Malioboro 1 dan 2).
“Pemindahan kami beri waktu sam-
pai 7 Februari, jadi pada tanggal 8
Februari sudah tidak boleh ada ger-
obak di pedestrian,” ujarnya.
Komentar senada diungkapkan oleh
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K
Baskara Aji. Menurutnya, Satpol PP
telah diminta untuk menertibkan. Pada
1-7 Februari, Satpol PP secara pre-
ventif mengingatkan PKL agar me-
mindahkan gerobaknya ke tempat
relokasi yaitu di Teras Malioboro.
Apabila sampai 8 Februari, gerobak
tersebut tidak dipindah, maka akan di-
lakukan penertiban. Karena Satpol PP
akan mengangkut gerobak tersebut ke
lokasi yang sudah disediakan yaitu

Senopati Bantul, RS Nur Hidayah, PKU
Muhammadiyah Bantul serta Puskesmas
Imogiri. “Penumpangnya 47 mereka itu
rombongan dari Solo. Setelah dari objek di
Dlingo rencananya dilanjutkan ke Pantai
Parangtritis, “ ujarnya. Terkait dengan in-
frastruktur, sudah halus, tetapi agak
menikung. “Soal rambu saya kira sudah
cukup,” ujarnya.

Terpisah Kasubag Hukum Pemasaran
dan Kemitraan Rumah Sakit Panembahan
Senopati (RSPS) Bantul, Siti

Rahayuningsih mengatakan, jumlah korban
meninggal dunia yang jenazahnya dikirim
ke RSPS sebanyak tujuh orang. Sedang

empat orang. “Totalnya ada 20 orang, tujuh
meninggal dunia sisanya luka ringan hing-
ga luka berat yang kita rawat,” jelasnya.
Sementara saksi Muhammad Elko
Pasha warga setempat mengungkapkan, ji-
ka sejak dari atas sudah kehilangan
kendali. Sehingga ketika sampai dijalan tu-
run dan menikung menabrak tebing.
Menurut saksi sopir bus sudah berupaya
mengerem, indikasinya terdengar suara
rem angin. Saksi juga melihat dua orang
terlempar dari dalam bus ke luar.
“Kemudian saya melaporkan peristiwa itu
ke PMI kemudian ke Polsek Imogiri,”
ujarnya. (Roy)-f

batubara juga berpelu-
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dah, maka akan dilakukan penertiban.

Teras Malioboro.

panas pada sektor Selatan-Barat Daya meliputi Sungai
Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedog, Krasak, dan
Bebeng sejauh maksimal 7 km.

Pada sektor Tenggara meliputi Sungai Woro sejauh mak-
simal 3 km dan Sungai Gendol 5 km. Sedangkan lontaran
material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat men-
jangkau radius 3 km dari puncak. Masyarakat agar tidak be-
raktivitas di daerah potensi bahaya tersebut dan mewas-
padai bahaya lahar terutama saat terjadi hujan di seputar
Gunung Merapi.

dengan kandungan utamanya gas propana dan butana (rantai
C3 dan C4), DME dipercaya lebih ramah lingkungan karena
menghasilkan emisi CO2, particulate material (PM) dan NOx
lebih sedikit dibandingkan LPG dalam proses pembakarannya.
Meskipun demikian, kandungan panas (calorific value) DME
lebih sedikit dibandingkan LPG (hanya 65% nya saja).
Dengan cadangan batubara nasional yang cukup besar, diha-
rapkan DME bisa menjadi alternatif solusi kebutuhan bahan
bakar di masyarakat.
Niatan konversi LPG ke DME tentu tidak semudah memba-
likkan telapak tangan. Dibutuhkan biaya investasi yang besar un-
tuk pembangunan infrastruktur maupun jalur pipanisasi (dan
atau pengadaan tabung) kaitannya dengan distribusi ke masya-
rakat pengguna. Dan bisa saja, diperlukan pentahapan kaitan-
nya dengan diversifikasi dan strategi pemenuhan kebutuhan ba-
han bakar masyarakat, semisal dengan optimalisasi cekungan
gas bumi yang belum dieksplorasi demi mengurangi ketergan-
tungan impor LPG. Ataupun mencampurkan LPG dengan DME
dengan rasio tertentu agar tabung LPG yang sudah ada bisa di-
manfaatkan secara bertahap sejalan dengan produksi DME
yang semakin meningkat.
Harapannya, apapun strategi yang diambil oleh pemerintah
kaitannya demi pemenuhan kebutuhan hajat hidup rakyat
banyak terutama berkaitan dengan bahan bakar dapat di-
lakukan dengan perhitungan yang terencana dan terukur. Hal ini
agar setiap peralihan dan perubahan yang ada tidak menim-
bulkan gejolak yang besar dan merugikan masyarakat kecil.
(Penulis adalah dosen dan peneliti minat lingkungan FMIPA
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Imogiri-Dlingo.
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Kapolres Bantul AKBP Ihsan (tengah) didampingi Wadir Lantas Polda DIY AKBP
Hendra Gunawan SIK MT memberikan keterangan pers tentang kecelakaan di Jalan

agama dalam

pimpinan tinggi

bupaten/kota,

Yaqut mengatakan, edar-
an tersebut diterbitkan de-
ngan tujuan memberikan
panduan bagi pemangku
kepentingan dan umat ber- /

sanakan kegiatan periba-
datan/keagamaan dan pe-
nerapan protokol kesehatan
5M di tempat ibadah pada
masa PPKM. Edaran terse-
but ditujukan kepada peja-
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Ketentuan dalam edaran
ini, memuat empat hal, yaitu
tempat ibadah, pengurus dan
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pengelola tempat ibadah, je-
maah serta skema sosialisasi
dan monitoring. (Ati)-f
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Muhammad Rudyanto Arief

Kepala Pusat Jaminan Mutu
Universitas AMIKOM Yogyakarta

MUTU Pendidikan Tinggi adalah ting-
kat kesesuaian antara penyelenggaraan
pendidikan tinggi dengan Standar
Pendidikan Tinggi baik yang ditetapkan
oleh pemerintah maupun oleh Perguruan
Tinggi (PT). Salah satu Indikator dari mutu
pengelolaan Institusi Pendidikan Tinggi
adalan melalui Akreditasi. Akreditasi di
Pendidikan Tinggi dapat berupa Akreditasi
Institusinya (APT) maupun Akreditasi di
tingkat Prodinya (APS). Akreditasi adalah
kegiatan penilaian untuk menentukan
kelayakan Program Studi dan Perguruan

ini dilaksanakan oleh Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), se-
dangkan Akreditasi Program Studi dila-
kukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri
(LAM) kecuali Prodi yang belum memiliki
LAM.

BAN-PT dalam melakukan Akreditasi
terhadap Prodi dan Perguruan Tinggi saat
ini menggunakan instrumen Akreditasi
Program Studi 4.0 (IAPS 4.0) untuk me-
lakukan penilaian terhadap Prodi dan
menggunakan Instrumen Akreditasi Per-
guruan Tinggi 3.0 untuk melakukan
penilaian terhadap Institusi Perguruan
Tingginya (IAPT 3.0) yang dikembangkan
oleh BAN-PT sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan dengan berpedo-
man pada Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (SN-Dikti). Peringkat Akreditasi ter-
diri atas: Unggul, Baik Sekali, dan Baik
untuk Akreditasi yang dilakukan dengan
IAPS 4.0 dan IAPT 3.0.

Dari sekian butir-butir Instrumen yang
terdapat pada IAPS 4.0 dan IAP 3.0, pada
tulisan saya kali ini saya akan menyoroti
pada butir-butir yang menjadi syarat perlu

butir pemenuhan kualifikasi akademik
DTPS dan pemenuhan jabatan akademik
DTPS. DTPS adalah Dosen Tetap Per-
guruan Tinggi yang ditugaskan sebagai
pengampu mata kuliah dengan bidang
keahlian yang sesuai dengan kompetensi
inti program studi yang di akreditasi.
Mengapa hal ini penting untuk di
soroti? Karena butir pemenuhan kualifikasi
akademik DTPS dan butir pemenuhan ja-
batan akademik DTPS adalah salah satu
dari sekian banyak persoalan yang
terdapat pada Prodi dan PT di Indonesia
saat ini. Pada IAPS 4.0 dan IAPT 3.0
mempersyaratkan jumlah minimal sebagai
syarat perlu peringkat untuk butir kua-
lifikasi akademik DTPS dan butir jabatan
akademik DTPS jika ingin mendapatkan
peringkat Akreditasi Baik Sekali atau
Unggul. Sehingga walaupun Prodi dan PT
yang di Akreditasi secara keseluruhan
skornya mampu mencapai skor minimal
untuk mendapatkan peringkat Akreditasi
Baik Sekali atau Unggul namun peme-
nuhan syarat perlu peringkatnya tidak
memenuhi, maka Prodi atau PT tersebut

ditasi Baik Sekali atau Unggul tersebut.
Alasan berikutnya adalah bahwa ternyata
pemenuhan butir kualifikasi dosen dan
pemenuhan jabatan akademik dosen saat
ini belum menjadi prioritas utama dari ba-
nyak PT khususnya banyak PTS (Per-
guruan Tinggi Swasta) karena aspek pe-
nguatan SDM Dosen membutuhkan biaya
yang cukup besar dalam pembiayaan
operasionalnya dibandingkan aspek-
aspek lain. Alasan lainnya adalah bahwa
pemenuhan kualifikasi akademik dosen
dan pemenuhan jabatan akademik dosen
tidak bisa dilakukan secara instan dan
butuh waktu. Sehingga hanya PT dan Pro-
di yang memiliki Sistem Penjaminan Mutu
yang Baik saja yang mampu melakukan
pengelolaan SDM dosennya dengan baik
melalui siklus PPEPP yang konsisten
dilakukan. Saya beri contoh misalnya da-
lam pemenuhan kualifikasi akademik do-
sen S3 (Doktor). Dalam butir penilaian
IAPS 4.0 dan IAPT 3.0 ada syarat minimal
jumlah (prosentase) dosen S3 untuk men-
dapatkan peringkat Baik Sekali atau Ung-
gul. Tentunya ini menjadi tantangan ter-

Prodi khususnya bagi pengelola PT
Swasta yaitu Yayasannya. Bagi Yayasan
PT yang tidak memiliki kekuatan finansial
yang cukup tentunya sangat berat dalam
memenuhi kualifikasi akademik dosen-
dosennya untuk S3 sehingga ini menjadi
isu nasional saatini bagi PT-PT swasta.
Selanjutnya adalah tantangan peme-
nuhan jabatan akademik dosen yaitu jum-
lah (prosentase) minimal jabatan akade-
mik Lektor Kepala dan Guru Besar untuk
mendapatkan peringkat Baik Sekali atau
Unggul. Tentunya tidak mudah bagi Pe-
ngelola PT dan Pengelola Prodi dalam me-
menuhinya. Butuh strategi khusus untuk
memastikan dosen-dosennya agar mau
peduli dengan jenjang karir akademiknya.
Banyak faktor yang mempengaruhi dosen-
dosen sehingga mereka tidak segera me-
ngurus kenaikan jabatan akademiknya
walaupun secara kualifikasi akademik
mereka sudah memenuhi syarat. Salah
satu faktornya adalah faktor banyaknya
persiapan administrasi yang harus
dilaporkan dosen ketika akan mengurus
kenaikan jabatan akademik ke lektor
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kepala atau guru besar. Tentunya peran
pengelola PT dan pengelola Prodi secara
kelembagaan sangat dibutuhkan disini
seperti misalnya menyediakan biro khusus
atau SDM khusus untuk membantu dosen-
dosennya yang akan mempersiapkan
administrasinya. Tentunya contoh-contoh
kasus yang saya sampaikan diatas hanya
merupakan sedikit contoh dari sekian
banyak contoh kasus lain yang perlu
diselesaikan oleh pengelola PT dan
pengelola Prodi secara komprehensif dan
holistik dalam memastikan butir
pemenuhan kualifikasi akademik dosen
dan butir pemenuhan jabatan akademik
dosenagarmampu memenuhisyarat perlu
peringkat Baik Sekali atau Unggul.
Sehingga menurut hemat saya salah satu
solusinya adalah dengan menerapkan
SPMI yang konsisten di tingkat pengelola
PT dan pengelola Prodi untuk memastikan
butir pemenuhan kualifikasi akademik dan
butir pemenuhan jabatan akademik dapat
dicapai. ***




